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TRANSPARANSI DAN KEMUDAHAN AKSES DALAM PELAYANAN
PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA
Taufik




This article aims to discuss the dimension of transparency in the process of organizing public
services at the Office of Investment and Integrated Services One Door Kolaka Regency. The
lack of access from citizens, limited public service information, and various maladministrations
that occurred showed not an optimal improvement in the quality of public services in
Indonesia. The idea of transparency in public services is that the government should be open
with the availability of clear information and provide convenience to citizens in accessing
services. this research uses a qualitative approach with a case study. Data is collected
through interviews, observations, and documentation. The results of this study show that the
process of organizing public services at the Office of Investment and Integrated Services One
Door Kolaka Regency has been carried out transparently. Service executors have been open
and provide all public service information needed by the community. Access to services can
be reached easily by residents. Although some people have difficulty in accessing services
online, the implementing officers always help and provide convenience as a form of
responsiveness in public services.
Keywords: Good Governance; Open Government; Public Service; Transparency
Abstrak
Artikel ini bertujuan untuk mendiskusikan dimensi transparansi dalam proses
penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. Minimnya akses warga, terbatasnya informasi
layanan publik dan berbagai maladministrasi yang terjadi menunjukkan belum optimalnya
perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Ide transparansi dalam pelayanan publik
adalah pemerintah harus terbuka dengan ketersediaan informasi yang jelas serta
memberikan kemudahan kepada warga dalam mengakses pelayanan. penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus. Data dikumpulkan melalui
wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses
penyelenggaraan pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan secara transparan. Pelaksana
pelayanan telah terbuka dan menyediakan segala informasi pelayanan publik yang
dibutuhkan masyarakat. Akses pelayanan dapat dijangkau dengan mudah oleh warga.
Meskipun sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses pelayanan secara
online, tetapi aparat pelaksana selalu membantu dan memberi kemudahan sebagai bentuk
responsivitas dalam pelayanan publik.
Kata Kunci: Good Governance; Open Government; Pelayanan Publik; Transparansi
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PENDAHULUAN
Pelayanan publik merupakan usaha suatu negara dalam meningkatkan kesejahteraan
rakyatnya. Sebagai usaha memajukan kesejahteraan tersebut, maka negara berkewajiban
membangun sistem pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik yang berkualitas
akan terwujud jika dalam proses pelayanan dilaksanakan secara transparan dan
berdasarkan pada prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik (good governance). Dengan
demikian, kepercayaan publik kepada pemerintah akan semakin meningkat.
Persoalannya adalah secara empiris proses pelayanan publik di Indonesia masih belum
mengalami perbaikan yang signifikan sebagaimana yang diharapkan. Ombudsman sebagai
suatu lembaga yang bertugas mengawasi pelayanan publik di Indonesia, menyampaikan
hasil pengaduan atau laporan masyarakat terkait pelayanan publik menunjukkan angka
yang masih sangat mengkhawatirkan. Ironisnya, jumlah laporan atau pengaduan
masyarakat dari tahun ke tahun semakin meningkat dan instansi pemerintah daerah adalah
lembaga penyelenggara pelayanan yang paling banyak di laporkan terkait pelayanan
publik. Hal tersebut menunjukkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik di
negeri ini masih menjadi persoalan serius dan diskursus penting untuk dikaji.
Tabel 1. Jumlah Laporan Masyarakat Pada Ombudsman Tahun 2015-2019






Sumber: Ombudsman RI Tahun 2020
Berbagai dugaan maladministrasi yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pelayanan
publik di Indonesia lebih disebabkan kurang atau sangat rendahnya tingkat transparansi.
Akses informasi pelayanan yang minim, warga yang tidak memahami apa hak dan
kewajibannya, persyaratan pelayanan yang tidak jelas merupakan kondisi yang terjadi
dalam pelayanan publik di negeri ini (Dwiyanto, 2014, p. 231). Selain itu, penundaan
pelayanan yang berlarut-larut, penyimpangan prosedur, tidak memberikan pelayanan,
pungutan liar, penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, berpihak dan konflik kepentingan
adalah sekelumit persoalan yang diadukan masyarakat pada Ombudsman. Masalah-
masalah tersebut tentu akan dapat diminimalisir jika penyelenggara melaksanakan
pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.
Transparansi dalam pelayanan publik adalah keterbukaan tentang segala hal yang
berkaitan dengan proses penyelenggaraan pelayanan publik. Menurut Dwiyanto (2014, p.
236), transparansi menunjuk keadaan dimana segala aspek proses penyelenggaraan
pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan
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stakeholder yang membutuhkan . Transparansi adalah suatu keterbukaan secara sungguh-
sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan
masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik (Andrianto, 2007, p. 20).
Selanjutnya, transparansi bermakna bahwa warga (civil society) dapat mengetahui dan
memiliki akses terhadap semua tindakan yang diambil oleh pengambil kebijakan
(Kumorotomo, 2014, p. 2)
Transparansi dalam proses pelayanan publik bukan hanya berkaitan dengan keterbukaan
atau ketersediaan informasi, akan tetapi transparansi juga terkait dengan kemudahan
warga untuk mengakses informasi pelayanan. Organisation for Economic Co-operation and
Development (OECD) menjelaskan transparansi bukan hanya sekedar bersikap terbuka,
tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas dan responsivitas di dalam hubungan antara
penyelenggara dan pengguna layanan. Transparan berarti setiap aktivitas pemerintah
dapat cermati oleh masyarakat; aksesibel berarti setiap tindakan pemerintah tersebut dapat
diketahui oleh setiap orang, setiap saat, dan di manapun; serta responsiif atau tanggap
terhadap masukan dan kebutuhan publik (Utomo, 2009). Pada intinya adalah pemerintah
harus terbuka dalam penyelenggaraan pelayanan, pemerintah harus menyediakan
informasi pelayanan, dan pemerintah harus memberikan kemudahan kepada publik untuk
dapat mengakses informasi pelayanan. Dengan demikian hak-hak publik yang telah dijamin
oleh konsitusi dapat terpenuhi.
Pentingnya proses penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan prinsip
transparansi adalah kontribusinya yang sangat signifikan dalam pencegahan praktik korupsi.
Beberapa studi menunjukkan pemerintahan yang terbuka dengan Undang-Undang
Kebebasan Informasi merupakan cara yang efektif untuk mengurangi kemungkinan politik
transaksional, korupsi dan pelanggaran hukum (Wilcox, 2001; Weil, dkk, 2006; Schumann,
2007). Hal tersebut menunjukkan prinsip transparansi harus didukung dengan payung hukum
yang jelas terkait kebebasan masyarakat dalam memperoleh informasi proses
penyelenggaraan pemerintahan.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk menjadi pemerintahan yang terbuka (open
government) sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance). Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan
Informasi Publik membawa konsekuensi kepada seluruh lembaga pemerintahan baik di
pusat maupun di daerah untuk “wajib” menyampaikan dan menyediakan informasi
mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka kepada publik. Menurut
Pratikno, dkk. (2012:1), konteks lahirnya undang-undang tersebut secara substansial adalah
memberikan jaminan konstitusional agar praktik demokratisasi dan good governance
bermakna bagi proses pengambilan kebijakan terkait kepentingan publik, yang bertumpu
pada partisipasi masyarakat maupun akuntabilitas lembaga penyelenggara layanan publik.
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Komitmen pemerintah pusat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang berdasarkan
prinsip-prinsip good governance, tentu harus ikuti dengan dukungan pemerintah daerah.
Akan tetapi, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa masih banyaknya pengaduan atau
laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi yang dilakukan instansi pemerintah
daerah menunjukkan masih rendahnya kualitas pelayanan publik di daerah. Ombudsman RI
Perwakilan Sulawesi Tenggara dalam rilisnya terkait hasil penilaian kepatuhan standar
pelayanan publik terhadap beberapa daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan
masih adanya beberapa daerah yang mendapatkan penilaian buruk atau rapor merah.
Pada Tahun 2018 dari 8 daerah yang dinilai, terdapat empat daerah yang mendapat rapor
merah. Sedangkan pada Tahun 2019, empat daerah kembali mendapatkan rapor merah
dalam penilaian kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten
Kolaka mendapatkan rapor merah pada Tahun 2018 dan Tahun 2019. Hasil penilaian
kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Ombudsman Republik Indonesia
terhadap produk pelayanan administrasi di Pemerintah Kabupaten Kolaka, dari 55 produk
layanan administrasi diperoleh nilai 26,61 dan masuk dalam zona merah dengan predikat
kepatuhan yang rendah.
Artikel ini bermaksud untuk menelaah aspek transparansi dalam proses penyelenggaraan
pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Kolaka dengan mengambil kasus pada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka. Sebagaimana
yang dijelaskan (Dwiyanto, 2014), untuk mengukur tingkat transparansi dalam pelayanan
publik dapat menggunakan beberapa indikator yakni tingkat keterbukaan dan ketersediaan
informasi dalam proses pelayanan publik, kemudahan publik untuk mengakses dan
memahami secara jelas tentang segala hal yang terkait dengan peraturan dan prosedur
pelayanan. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan dalam artikel ini pada dua
aspek. Di bagian pertama, akan dijelaskan bagaimana tingkat keterbukaan dan
ketersediaan segala informasi terkait proses penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian
pada bagian kedua, dijelaskan tentang bagaimana kemudahan warga atau publik dalam
mengakses pelayanan publik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Kolaka.
METODOLOGI
Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian deskriptif dengan model studi kasus. Peneltian
deskriptif ini dimaksudkan untuk melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial tertentu
dengan menghimpun fakta-fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa (Singarimbun
dan Effendi, 1989). Oleh karena itu, pendekatan kualitatif digunakan untuk menganalisis
secara mendalam terkait transparansi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka sebagai penyelenggara pelayanan publik.
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Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber
primer adalah sumber yang secara langsung memberikan data kepada peneliti dan sumber
sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data (Sugiyono, 2010: 62). Data
primer diperoleh langsung dari para informan/partisipan yakni pelaksana layanan dan
pengguna layanan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen, website,
dan hasil laporan tertulis instansi DPMPTSP Kabupaten Kolaka. Sedangkan untuk teknik
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah meliputi wawancara,
observasi, dan dokumentasi.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Transparansi Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka merupakan
salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kolaka. DPMPTSP
sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kabupaten Kolaka mempunyai tugas pokok membantu
Bupati dalam urusan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
Secara umum DPMPTSP merupakan unit organisasi yang melaksanakan pelayanan publik di
bidang penanaman dan pelayanan terpadu satu pintu dengan penyelenggaraan perizinan
dan non perizinan.
Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kolaka mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 05 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan
Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta
tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka telah
menyusun rencana strategis dalam menjalankan program kerja kedepan dengan visi
"Menjadi lembaga yang mampu mewujudkan penanaman modal yang berdaya saing
menuju Kolaka sebagai daerah tujuan investasi".
Sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Strategis DPMPTSP Tahun 2019 – 2024
Kabupaten Kolaka, setidaknya terdapat beberapa peluang untuk meningkatkan pelayanan
perizinan dan non perizinan di Kabupaten Kolaka. Pertama, Adanya fasilitas kantor yang
representatif dan posisi yang strategis dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, Adanya
Diklat / Bimtek Reguler BKPM Pusat. Ketiga, Tersedianya aplikasi perizinan online yang mudah
di akses melalui OSS dan Si- Cantik. Keempat, Tersedia media komunikasi dan informasi.
Kelima, tersedianya potensi SDA dengan jumlah yang besar dan cukup bervariatif.
Atas dasar peluang tersebut, DPMPTSP Kabupaten Kolaka berupaya meningkatkan kualitas
pelayanan publik setelah sebelumnya beberapa kali mendapat rapor merah berdasarkan
Hasil Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi
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Tenggara Tahun 2018 dan Tahun 2019. Hal tersebut diwujudkan dengan mengeluarkan
Maklumat Pelayanan yang ditandatangani Bapak Suyanto, SP, M.Si selaku Kepala Dinas
DPMPTSP Kabupaten Kolaka Pada Tahun 2019. Maklumat pelayanan yang bernama lain janji
layanan merupakan wujud pernyataan kesanggupan dalam menyelenggarakan pelayanan
dan memberikan pelayanan yang sesuai dengan kewajiban serta akan melakukan
perbaikan secara terus-menerus. Selain itu, maklumat pelayanan juga sebagai pernyataan
kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan
yang diberikan tidak sesuai standar.
Tingkat transparansi atau keterbukaan dalam proses penyelenggaraan pelayanan publik
pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka dapat
dilihat dari beberapa aspek atau indikator standar pelayanan publik yang telah ditetapkan
pemerintah. Berbagai aspek tersebut seperti mekanisme atau alur prosedur pelayanan,
persyaratan pelayanan, biaya/tarif pelayanan, jangka waktu pelayanan, serta hak dan
kewajiban pelaksana dan penerima layanan atau masyarakat. Seluruh aspek tersebut wajib
teredia dan dipublikasikan sehingga dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang menjadi
pengguna layanan.
Pada aspek mekanisme atau alur prosedur pelayanan perizinan di DPMPTSP Kabupaten
Kolaka telah dilaksanakan secara terbuka sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Alur
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan serta Alur SOP Mekanisme Pelayanan Pengaduan
Perizinan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Kolaka sudah dipublikasikan pada
ruang tunggu pelayanan. Dengan demikian, warga masyarakat sebagai pengguna layanan
memiliki dapat mengetahui dan memiliki kejelasan mengurus pelayanan perizinan.
Gambar 1. Alur Pelayanan dan SOP Pelayanan Pengaduan Perizinan
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kolaka Tahun 2020
Selain menetapkan alur pelayanan perizinan dan pengaduan secara umum, Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka juga menetapkan
dan mempublikasikan beberapa SOP jenis pelayanan perizinan. Sebagai contoh, bagi
124
TRANSPARANSI DAN KEMUDAHAN AKSES DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KOLAKA
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print
Volume 4 Number 1 (February-April), (2021)pp.118-130 Taufik
DOI: 10.35817/jpu.v4i1.16500
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 1 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
masyarakat yang akan mengurus Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) dapat mengetahui
secara pasti terkait persyaratan pelayanan, mekanisme, tarif dan jangka waktu
penyelesaian pelayanan.
Tabel 2. SOP Pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) di DPMPTSP Kabupaten Kolaka
No Komponen Uraian
1. Dasar Hukum Peraturan Mentri Pekerjaan Umum Nomor 04/PER/M/2011 Tentang
Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi. Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Izin
Usaha Jasa Konstruksi.
2. Maksud dan tujuan Jasa konstruksi mempunyai peranan strategis dalam pembangunan di
daerah sehingga dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pembinaan
baik terhadap penyedia jasa, pengguna jasa maupun masyarakat
guna menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan tugas, fungsi
serta hak dan kewajiban serta meningkatkan kemampuan dalam
mewujudkan tertib : usaha jasa konstruksi, penyelenggaraan
pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan
konstruksi;
3. Klasifikasi/sasaran Untuk Jasa Konsultasi (Perencanaan dan Pengawasan Konstruksi)
Untuk Jasa Pelaksana Konstruksi
a. Bidang pekerjaan arsitektural;
b. Bidang pekerjaan sipil;
c. Bidang pekerjaan mekanikal;
d. Bidang pekerja elektrikal;
e. Bidang pekerja tata lingkungan.
4. Persyaratan PERSYARATAN SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK)
a. Fc akta pendirian badan usaha dan akta perubahannya (khusus
untuk pemohon yang berbadan usaha )
b. Fc Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasikan oleh
Asosiasi/Lembaga;
c. Fc Surat pengesahan dari instansi yang berwenang;
d. Fc Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan PKP (Pengusaha Kena
Pajak);
e. Fc Surat Izin Gangguan;
f. Domisili Perusahaan;
g. Tenaga Teknik Perusahaan yang sesuai bidang pekerjaannya
dengan melampirkan Fc ijazah, sertifikat tenaga teknik dan KTP;
h. Tenaga Ahli Perusahaan yang berpengalaman sesuai bidang
pekerjaannya dengan melampirkan Ijazah Perguruan Tinggi dan
KTP;
i. Pas foto terakhir Direktur/Pimpinan badan usaha sebanyak 2 (dua)
lembar dengan ukuran 4 × 6 cm, berwarna;
j. Surat Pernyataan dari Tenaga Teknik dan Tenaga Ahli bahwa yang












8. Biaya/tariff Tidak ada biaya;
9. Produk pelayanan Dokumen Izin;
10. Masa berlaku 3 (tiga) Tahun dan wajib melakukan Heregistrasi setiap tahun;
11. Pengawasan
Internal
Kepala Seksi Pelayanan (Front Office).
Sumber: DPMPTSP Kabupaten Kolaka Tahun 2020
125
Journal Publicuho
ISSN2621-1351 (online), ISSN 2685-0729 (print)
Volume 4 Number 1 (February-April), (2021)pp.118-130 Accredited SINTA SK.NOMOR 28/E/KPT/2019
Open Access at:http://ojs.uho.ac.id/index.php/PUBLICUHO/index DOI: 10.35817/jpu.v4i1.16500
| J o u r n a l P u b l i c u h o - V o l 4 . N o 1 . 2 0 2 1 | Copyright©2021
Dari tabel di atas secara jelas memuat informasi tentang Standar Operasional dan Prosedur
pelayanan Pelayanan Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi (SIUJK) di DPMPTSP Kabupaten Kolaka.
Beberapa komponen mulai dari dasar hukum, maksud dan tujuan pelayanan,
klasifikasi/sasaran untuk Surat Izin Usaha Jasa Kontruksi, persyaratan pelayanan, jangka waktu
dan tarif pelayanan dijelaskan secara detail. Kejelasan dan kepastian dari setiap komponen
dalam pelayanan tersebut menunjukkan adanya keterbukaan dalam pelayanan perizinan
untuk Usaha Jasa Kontruksi. Informasi pelayanan tersebut tersedia pada ruang tunggu
pelayanan dan juga terdapat pada website resmi DPMPTSP Kabupaten Kolaka. Tabel 3
menunjukkan daftar beberapa produk layanan perizinan lainnya yang teradapat pada
DPMPTSP Kabupaten Kolaka.
Tabel 3. Daftar Beberapa Produk Layanan Perizinan Pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka
No Nama Izin MasaBerlaku
Waktu Proses
Izin Besar Biaya (Rp.) Jenis Izin
1. Izin Mendirikan Bangunan
(IMB)
0 tahun 6 hari kerja Disesuaikan dengan
perhitungan
Retribusi
2. Surat Izin Tempat Usaha
(SITU)
0 tahun - Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
3. Surat Izin Usaha Jasa
Konstruksi (SIUJK)
3 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
4. Tanda Daftar Perusahaan
(TDP)
5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
5 Izin Usaha Industri 5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
6 Surat Izin Apotek(SIA) 5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
7 Izin Penelitian 0 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
8 Tanda Daftar Gudang
(TDG)
5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
9 Izin Prinsip (IP) 3 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
10 Izin Penyimpanan
Sementara Limbah B3
5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
11 Izin Pembuangan Air
Limbah (IPAL)
5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
13 Izin Praktek Dokter Umum
dan Dokter Gigi
0 tahun 15 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
14 Izin Praktek Bidan 0 tahun 15 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
15 Izin Praktek Perawat dan
Perawat Gigi
0 tahun 15 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
16 Izin Lokasi 0 tahun 15 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
17 Izin Trayek 0 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
18 Izin Usaha Perikanan 0 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
19 Tanda Daftar Usaha
Pariwisata (TDUP)
0 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
20 Izin Operasional Rumah
Sakit
5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
21 Izin Toko Obat 0 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
22 Izin Klinik 5 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
23 Izin Optik 0 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
24 Izin Pengobatan 0 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
25 SIUP MB 1 tahun 6 hari kerja Gratis (Non Retribusi) Non retribusi
Sumber: https://dpmptsp.kolakakab.go.id/main/daftarizin., akses 2020
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Dari tabel di atas menunjukkan informasi beberapa daftar produk pelayanan perizinan yang
ada di DPMPTSP Kabupaten Kolaka. Daftar pelayanan perizinan ini dapat dilihat pada
alamat website https://dpmptsp.kolakakab.go.id/main/daftarizin. Dalam website tersebut
menampilkan segala informasi penting seperti jangka waktu pemrosesan izin, masa berlaku,
dan biaya/tarif layanan secara rinci dijabarkan. Selain itu juga informasi tentang alur
pelayanan, persyaratan, database perizinan dan cek proses izin juga tersedia dan terbuka
sehingga dapat diketahui oleh masyarakat. Bukan hanya secara online, akan tetapi
informasi-informasi tersebut tersedia pada ruang tunggu pelayanan DPMPTSP Kabupaten
Kolaka. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan salah satu masyarakat sebagai
pengguna layanan sebagai berikut.
“Prosedur atau tata cara dalam melaksanakan pelayanan pada dinas penanaman
modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten kolaka bersifat terbuka tanpa
adanya alur dan mekanisme yang sulit. Kami masyarakat sebagai pengguna layanan
cukup puas dan tidak merasa kesulitan dalam memperoleh pelayanan karena telah
tertera prosedur atau mekanisme pelayanan yang terdapat diruang pelayanan selain
itu persyaratan yang ada juga tidak berbelit-belit”. (Hasil wawancara, 18 Oktober 2019).
Dari hasil wawancara tersebut juga menunjukkan bahwa segala informasi terkait pelayanan
perizinan dan non perizinan di DPMPTSP Kabupaten Kolaka telah dilaksanakan secara
terbuka dan tersedia untuk seluruh masyarakat. Keterbukaan prosedur atau alur pelayanan,
persyaratan pelayanan, tidak adanya pungutan biaya atau telah berlaku gratis untuk
semua jenis perizinan merupakan bentuk responsivitas dalam meningkatkan kualitas
pelayanan publik dengan berdasarkan prinsip transparansi. Masyarakat selaku pengguna
layanan pun tidak kesulitan dan merasa cukup puas dalam memperoleh pelayanan karena
informasi pelayanan yang telah tersedia dan dapat diakses dengan mudah.
Akses Pelayanan Publik Pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka
Transparansi peayanan publik bukan hanya persoalan apakah informasi pelayanan telah
tersedia dan dipublikasikan secara terbuka oleh penyelenggara pelayanan. Namun,
transparansi pelayanan juga meyangkut apakah informasi dan proses pelayanan dapat
diakses dan dipahami secara mudah oleh pengguna layanan. Akses berarti layanan dapat
dijangkau oleh semua pengguna layanan dan pelaksana pelayanan dapat dengan mudah
dihubungi oleh pengguna layanan ketika mereka membutuhkan informasi dan bantuan
dalam proses pelayanan (Purwanto dan Sulistyastuti, 2012, p. 106). Dengan Demikian, maka
tingkat transparansi dalam pelayanan publik pada lembaga penyelenggara layanan
tersebut sangat tinggi.
Lokasi Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Kolaka sangat strategis dan sangat mudah diakses. Kantor tersebut berada di Jalan Baypas
Kelurahan Kolaka Kecamatan Lamokato. Kantor ini merupakan kantor yang baru di bangun
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pada tahun 2019 dengan desain bangunan yang sangat memadai untuk melaksanakan
tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka.
Nama : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kolaka




Akses informasi pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka juga dapat dilakukan
secara daring melalui website resmi dengan alamat http://dpmptsp.kolakakab.go.id.
Website tersebut baru dibangun pada Tahun 2019 dan mulai berfungsi pada Tahun 2020.
Sebagai pusat informasi terpadu, website tersebut dikembangkan sebagai media informasi
bagi masyarakat dan dunia usaha dalam mengurus izin investasi dengan mudah dan cepat.
Selain itu, situs tersebut juga dapat menjadi media bagi daerah-daerah lain yang ingin
berbagi pengalaman dan mengetahui lebih jauh tentang Pelayanan Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Kolaka. Harapannya masyarakat dan
pelaku usaha dapat memperoleh informasi dengan cepat dan akurat dalam proses layanan
pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka.
Dalam pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada DPMPTSP Kabupaten
Kolaka telah diterapkan dengan sistem aplikasi pelayanan prima yang telah terintegrasi
melalui OSS (Online Single Submission) dan sistem pelayanan Si Cantik, dimana aplikasi ini
dapat di akses untuk pengisian persyaratan yang harus dilengkapi sebelum diterbitkannya
surat perizinan. Sehingga pengguna layanan atau pemohon tidak harus datang ke kantor
untuk melengkapi persyaratan dan tanpa menunggu lama proses penyelesaian karena
sudah secara daring. Meskipun sarana perangkat keras atau komputer dan penggunaan
jaringan Wi-Fi masih sangat lambat (loading) ketika di akses masih menjadi persoalan dari sisi
pelaksana layanan. Terutama pada saat jaringan bermasalah maka akan mempengaruhi
pelayanan bagi pemohon, dan terjadi keterlambatan dalam proses kepengurusan berkas.
Sedangkan, dari sisi pengguna layanan atau pemohon dari rumah sudah dapat mengakses
layanan secara online tanpa harus datang ke kantor, akan tetapi masih banyak juga
pemohon atau masyarakat yang datang untuk meminta bantuan agar data-data mereka
dapat diinputkan oleh petugas pelayanan, sehingga secara umum kegunaan aplikasi
tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Sebagaimana yang
diungkapkan oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagai berikut.
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“Partisipasi antara pemohon dan pegawai disini masih rendah, karena masih ada
masyarakat yang belum paham dengan penggunaan IT. Sedangkan di DPM-PTSP
sudah menggunakan sistem aplikasi. Tetapi kepedulian masyarakat terhadap
penggunaan aplikasi kurang sehingga tidak berjalan sesuai yang diharapkan, maka
hal ini dibebankan lagi kepada pegawai dalam membantu masyarakat dalam
pengurusan persyaratan online. Disamping itu juga, kurangnya sosialisasi pegawai
terhadap masyarakat dalam memberikan partisipasi dalam memberitahukan cara
dalam memenuhi persyaratan.” (Hasil Wawancara, 18 Oktober 2019)
Dari wawancara tersebut menunjukkan masih kurangnya pemahaman sebagian
masyarakat tentang bagaimana cara mengakses pelayanan secara online menggunakan
aplikasi yang telah tersedia. Kurangnya sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat
tentang tata cara menggunakan layanan dan manfaat pembuatan surat perizinan secara
daring juga menjadi penyebab rendahnya pemahaman warga untuk mengakses informasi
pelayanan. Hal ini seperti yang jelaskan salah satu masyarakat sebagai pengguna layanan
sebagai berikut.
“Sistem pelayanan bagaimana pemberlakuan biaya dalam kepengurusan perizinan
terkait dengan pelayanan cukup jelas karena telah dimuat pada alur pelayanan yang
terpajang diruang pelayanan selain itu, pegawainya juga cukup ramah dalam
memberikan solusi terkait kendala yang kami hadapi, misalnya saja kami sebagai
pemohon kebingunan untuk melakukan pendaftaran online maka karyawan yang
berada di Front Office mengambil alih untuk mendaftarkan kami pada website
tersebut dan kami hanya menyetorkan email saja menunggu hasil output sampai
diterbitkannya SK perizinan. (Hasil wawancara, Oktober 2019)
Dari wawancara tersebut menggambarkan bagaimana kurangnya pemahaman warga
dalam mengurus pelayanan secara online. Berbagai kendala yang ditemui dalam mengurus
perizinan secara online disebabkan karena kurangnya pengetahuan sebagian warga dalam
penggunaan teknologi informasi. Akan tetapi, agar pelayana perizinan dapat berjalan
dengan baik maka petugas pelayanan DPMPTSP Kabupaten Kolaka selalu mengarahkan
atau memandu pengguna layanan tentang tata cara mengakses layanan secara online
dengan menggunakan sistem aplikasi yang telah tersedia.
KESIMPULAN
Setelah mendapatkan predikat dengan tingkat kepatuhan yang rendah dalam penerapan
standar pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kolaka menunjukkan komitmennya dalam
meningkatkan kinerja kualitas pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kolaka sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) di Pemerintah Kabupaten Kolaka telah mewujudkan sistem pelayanan publik yang
berdasarkan pada prinsip-prinsip good governance. Hal tersebut dapat dilihat dalam proses
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Terdapat dua indikator yang menunjukkan transparansi dalam pelayanan publik pada
DPMPTSP Kabupaten Kolaka. Pertama, adanya keterbukaan dan ketersediaan segala
informasi pelayanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti mekanisme atau alur
prosedur pelayanan yang jelas, persyaratan pelayanan yang mudah diketahui dan
didapatkan oleh warga, terbukanya biaya atau tarif pelayanan tanpa ada yang ditutup-
tutupi, jangka waktu penyelesaian pelayanan yang pasti, serta jelasnya hak dan kewajiban
pelaksana dan pengguna layanan. Kedua, warga dapat dengan mudah menjangkau
pelayanan publik pada DPMPTSP Kabupaten Kolaka. Hal ini karena letak lokasi kantor baru
yang sangat strategis dan berada di pusat ibukota Kabupaten Kolaka. Meskipun untuk
mengakses pelayanan perizinan secara online menggunakan sistem aplikasi pelayanan
prima yang terintegrasi melalui OSS (Online Single Submission) dan sistem pelayanan Si Cantik,
hampir sebagian besar masyarakat mengalami kesulitan oleh karena kurangnya
pemahaman dalam menggunakan teknologi informasi. Akan tetapi, sebagai bentuk
responsivitas dan memudahkan akses masyarakat terhadap pelayanan maka pihak
pelaksana layanan membantu masyarakat dalam pengurusan perzinan secara online.
DPMPTSP Kabupaten Kolaka selalu mengarahkan atau memandu pengguna layanan
tentang tata cara mengakses layanan secara online mulai dari awal mengajukan
permohonan sampai dengan terbitnya surat izin.
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